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ABSTRAK

KERJASAMA INTERNASIONAL NATIONAL CENTRAL BUREAU-
INTERPOL (NCB-INTERPOL) INDONESIA DALAM
PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDE RING)
SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
(Yossy Nezzafitreva, BP 00140104, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah halaman
i, 2004)

Kejahatan  transnasional  pada  masa schatang  lelabh  menunjukkai
perkembangan yang signifikan. Kejahatan Pencucian Usng | Money Lawndering
merupakan salah satu dan bentuk kejahatan transnasional yang mendapat
perhatian besar saat ini. Berbagai kendala vang dihadapi dalam memberantas
kejahatan tersebut menimbulkan keinginan untuk bekerjasama dengan ncgara-
negara lain di dunia. Salah satu bentuk perwujudan kerjasama ini adalah membuat
Konvensi mengenai Kerjasama untuk memberantas kejahatan  transnasional
erorganisiv vang disebut  United Narions Convention Agamst  Transnational
Organized Crime 2000, Permasalahannya adalah bagaimana prosedur dan bentuk
kerjasama internasional yang dilakukan NCB-Interpol Indonesia dihubungkan
dengan [nired Nations Convention Against Transnational € frgamized Crime 2000
serta - penanganan - yang  dilakukan  oleh  NCB-Interpol  Indonesia  dalam
memberantas  pencucian  uang  (Money  Lawndering) Untuk mendapatkan
gambaran yang lebih jelas mengenai hal tersebut. permasalahan didekati dengan
metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa
prosedur Kerjasama  iaternasional  vang dilskukan NCB-Interpol  Tndonesziz
dibubungkan dengen  hted  Navons  Convention Against  Traeaational
Crgamized Crime 2000 terdapat persamaan vaitu (1. Saluran | nterpol ). (2. Saluran
Diplomatik). Bentuk kerjasama internasionalnya apabila dihubungkan dengan
konvensi diatas, maka terdiri dari (1. Ekstradisi), (2. Exchange of criminal and
mtelligence  information). (3. Saling membantu  dalam penvelidikan  dan
penvidikan), (4. Pencarian / Penangkapan pelaku kejahatan), (5, 7 ransfer of
senmtenced  persons), (6. Pelavanan dalam  hal pencantan  orang  hilang,
pemberitahuan  kepada  keluarga  vang  meninggal)  Penanganan  dalam
pemberantasan pencucian uang (Money Laundering) vang bersifat transnasional
melalut kerjasama dengan NCB-Interpol negara lain, Akhirnya, prosedur, bentuk
kerjasama dan penanganan dalm pemberantasan pencucian  uang (Money
Lawndering) vang dilaksanakan oleh NCB-Interpol Indonesia cukup baik namun
harus melakukan peningkatan kerjasama agar proses penvidikan tidak memakan
waktu lama.



BAB I ——

PENDANULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kejahatan vang terjadi melewati lintas batas negara atau disebut
iuga kepahatan transnasional telah mombuat masvarakat internasional harus !shih
waspada dan bersatu dalam memberantas kejubatan 1. Teknologi komunikasi
dan perkembangan 1lmu pengetahuan tidak hanya berdampak positif namun juga
mentmbulkan dampak negatif. Imi terlihat salah satunya dari indikasi adanya
jaringan kejahatan transnasional vang terorganisir.

Perkembangan kejahatan transnasional pada abad ini telah menunjukkan
peningkatan vang signifikan. Berbagai teknik kejahatan yang canggih dan
mutakhir dilakukan oleh para kelompok penjahat melewati lintas batas teritorial
negara. Penanggulangar dan pemberantasan kejahatan ini memaksa negara-negara
untuk melakukan kerjasama internasional, karena tidak lagi dapat diselesaikan
sendin oleh satu negara,

Beberapa tahun terakhir, negara-negara di dunia mulai gencar mengealang
serjasama internasional. Pertemuan-pertemuan tingkat regional sampai pada
ungkat multilateral telah dilakukan di berbagar tempat. Pada tingkat regional,
oaru-baru ini diadakan pertemuan di Bangkok pada tanggal 10 Januari 2004, Pada
Pertemuan Pertama Tingkat Menteri ASEAN Plus Cina, Jepang dan Korea

Selatan ini dibicarakan upaya bersama pemberantasan kejahatan transnasional,



vang mencakup Lemris_me, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata.
perompak laut, pencucian uang dan kejahatan melalui jaringan internet.’

Pada tingkat multilateral, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)
telah merampungkan konvensi mengenai kejahatan transnasional terorganisir
beserta protokol tambahannya (United Nations Against Transnational Organized
(rime and lis Protocols 20000, Konferensi-keaferensi untuk membahas konveisi
i dilaksanakan di Wina sejak bulan Januan 1999 sampai dengan  bulan
Desember 2000. Konvensi ini telah ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 12
Desember 2000 di Palazzi di Giuztizia, Palermo, 1talia.”

Ronvensi PBB terhadap kejahatan transnasional terorganisir merupakan
langkah maju dalam memberantas kejahatan transnasional. sckaligus merupakan
pengakuan negara-negara anggota PBB bahwa kejahatan ini adalah masalah vang
sertus. Sebagat salah satu negara anggota PBB vang telah menandatangani
<onvenst tersebut. Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam
memberantas kejahatan transnasional.

Langkah-langkah pemberantasan ini tentu saja harus di dukung oleh
serjasama internasional karena apabila setiap negara masih mengakul vurisdiksi
teritorfal hukum pidana nasional suatu negara, maka setiap penanggulangan
«ejahatan-kejahatan  yang  bersifat transnasional atau internasional dengan
sendirinya hampir tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan atau kerjasama antara

5 g - & & 3
reoara satu denpan lainnva seperti kerjasama bilateral atau multilateral’ Maka

Hanan Nompees, edisi Minggo, 1 Januari 2004, hal 3
~ Situs PBB {UN'S Website), hitp . [| www. unodc. org, 15 Februari 2004, pukul 13 30 Wib
“tmasasmita, Romli, (2000), Pengamiar Hukum Podana Dnternasional Bandung - PT Refika

Aditama, hal. 24



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
| Prosedur kerjasama internasional yang dilakukan olch NCB-Interpol
Indonesia ada 2 (dua) yaitu Saluran Interpol dan Saluran Diplomatik .
Saluran lInterpol vaitu kerigsama dan koordinasi gengan Selretariat
Jenderal 1CPO-Interpol, NCB-Interpol Negara lain dan instansi terkait
dalam negen dalam hal penyelidikan informasi, pencarian, penangkapan,
dan penahanan dalam rangka ekstradisi. Sedangkan permintaan bantuan
yang harus melalui saluran diplomatik vaitu permintaan ekstradisi dan
permintaan bantuan tindakan hukum dalam masalah-masalah kejahatan
(Mutual Legal Assistance), Apabila dihubungkan dengan Uhnited Nations
Convention Against Transnational Organized Crime 2000, maka prosedur
kerjasama internasional lersebut telah sesuai dengan bentuk kerjasama
internasional yang terdapat dalam konvensi.

2. Bentuk-bentuk  kerjasama internasional vang dilakukan oleh NCB-
Interpol Indonesia dihubungkan denpan United Nations Convention
Agamnst Transnational Organized Crime 2000 vaitu ekstradis, exchange
af ermunal and intelligence  information. saling membantu dalam
penvehdikan dan penvidikan. pencarian/penangkapan pelaku kejahatan.
transfer of sentenced persons vaitu memindahkan narapidana Warga
Negara Asmg (WNA) ke penjara Negara tempat asalnva, pelayanan
(pencarian  orang  hilang.,  pemberitahuan kepada  keluarga vang

meninggal ),

fil
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